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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat
hidayah-Nya. Buku laporan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bontang. telah dapat diselesaiakan. Buku laporan
ini dibuat sebagai bahan Monitoring dan Evaluasi pelayananperizinan. Sesuai dengan
amanat Undang-Undang 25 tahun 2009 , pengelolaan pengaduan masyarakat memiliki
arti yang sangat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik periode Januari
hingga Desember 2021.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan
Negara pada dasarnya mirip dengan kontrol sosial yang berfungsi sangat penting untuk
menwujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
oleh karena itu pengaduan masyarakat perlu ditangani secara cepat, tepat, efektif dan
efiseian dan dapat dipertanggungjawabkan. Buku Laporan Pengaduan Masyarakat ini
dapat menjadi acuan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik
dalam membangun kepercayaan, serta menciptakan perubahan layanan publik yang

bersinergi pada pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Demikian laporan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan gambaran data
dan informasi terhadap penanganan pengaduan terhadap masyarakat yang
diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Bontang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara
berkelanjutan.

Bontang, 14 Februari 2022
Kepala

Drs. Asdar Ilbrahim, M.Si
NIP.19670820 199803 1 008



Latar Belakang

Pelayanan Publik adalah merupakan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan
pelayanan setiap warga negara dan penduduk. Pemenuhan kebutuhan masyarakat
tersebut dapat berupa barang, jasa atau pelayanan administratif. Dewasa ini
penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai
dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bermegara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Bontang telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan
yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan
RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan serta menjalankan amanat
Perwali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat tersebut telah didasarkan pada prinsip
transparansi dan diketahui oleh seluruh pihak yang mengajukan aduan terhadap
pelayanan perizinan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik.

Dalam penyeienggaraan pelayanan kepada masyarakat, DPMPTSP Kota Bontang
perlu menyediakan sarana penanganan pengaduan masyarakat, yang berfungsi untuk
menampung keluhan, informasi, ketidakpuasan oleh orang-perorangan, kelompok, atau
badan hukum yang berkedudukan di Indonesia sebagai pengguna layanan perizinan
dan non perizinan serta informasi penanaman modal di Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bontang yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan standard operating
procedures (SOP) yang beriaku di DPMPTSP Kota Bontang. Penanganan pengaduan
masyarakat tersebut peru dikelola dengan baik, tepat, cepat dan dapat
dipertanggungjawabkan melalui saluran pengaduan yang ditangani oleh tim pengaduan
masyarakat yang bertanggungjawab menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang
disampaikan masyarakat.

Pengaduan yang dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat/keuntungan
bagi organisasi yang dikomplain, diantaranya:

a) Semakin tahu akan kelemahan/kekurangannnya dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

b) Sebagai alat intropeksi diri organisasi untuk senantiasa responsif dan mau
memperhatikan suara dan pilihan masyarakat.

c) Mempermudah OPMPTSP Kota Bontang mencari jalan keluar untuk
meningkatkan mutu pelayanan.

d) Bila segera dilayani, masyarakat merasa kepentingan dan harapannya
diperhatikan.

e) Dapat mempertebal rasa percaya masyarakat kepada organisasi pelayanan.

f) Penanganan komplain yang benar dan berhasil bisa meningkatkan kepuasan
masyarakat.



Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $357);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Walikota Bontang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor
34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor
26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 26).

Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan public

perizinan disusun dengan maksud dan tujuan :

1.

Menjadi acuan bagi penyelenggaraan pengelolean pengaduan dalam
mewujudkan kepuasan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas partisipasinya dalam
menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap layanan publik yang diberikan.
Penyelenggara publik dapat mengelola pengaduan masyarakat secara
sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik.

Membangun sistem Pengelolaan Pengaduan secara integrasi.

Menciptakan rasa simpati dan rasa percaya terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik.



Pembahasan:

Dalam upaya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat, DPMPTSP Kota
Bontang telah menunjuk petugas pelaksana penanganan pengaduan masyarakat
berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 010 Tahun 2021 tentang
Penunjukan Petugas Pelaksanan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Keputusan
Kepala DPMPTSP Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Efektif Pengaduan
Masyarakat. Menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat melalui
petugas layanan pengaduan, kotak pengaduan, layanan sms Tanya PTSP di nomor :
08114345757, Aplikasi perizinan htips://pd bontangkota go.id, dan Aplikasi SP4N

LAPOR serta melalui website di alamat : dpmptsp.bontangkota.go.id.

Alur pelayanan pengaduan masyarakat digambarkan melalui bagan dibawah ini:

PENGGUNA LOKET UNIT KERJA
JASA PENGADUAN PENANGANAN
PENGADUAN
Menyampaikan BB
Pengaduan P
engaduan
- Telepon
- E-mail
= Fexmile Ent J,D . Analisa Penyebab N
. SMS ry Data nalisa Penyeba |
- Kotak “
Penge_zduan Menetapkan Tindakan '
- Website
- Langsung
Memberikan Informasi Pada
Melakukan Ti ndakan
Menerima resi/No. 3~ (—— | L
Pengaduan Verifikasi l
——._._,___,_,_"—"’-——’—__
l |
Menerima Informasi < Ti
‘——4_.___,_.——'-_-—_—'-__'_ ——— i
" Ya ‘
Pernyataan Selesai
( Puas/ Tidak)
-_______/_’_—_.

Pengaduan masyarakat yang masuk di DPMPTSP Kota Bontang melalui berbagai
saluran pengaduan yang tersedia, terhitung sejak Januari s.d. Desember Tahun 2021
sejumlah 22 pengaduan, dan telah selesai ditindaklanjuti serta yang masih dalam

pengawasan dengan Presentasi keberhasilan dalam pelayanan pengaduan masyarakat

sebesar 100%.




Ruang lingkup pengaduan masyarakat Tahun 2021 meliputi:

. Pengaduan yang masuk didominasi oleh keluhan dalam penginputan data

dukung melalui aplikasi serta waktu yang dianggap lama dalam berproses.
Pengaduan yang masuk didominasi keluhan teknis penginputan, sehingga periu
ditingkatkan pemahaman dan tata cara pengisian permohonan perizinan secara
mandiri.

Pengaduan yang masuk didominasi oleh pengoperasian apliasi 0SS RBA yang
berjalan dengan banyak kendala teknis.

Perlunya koordinasi secara rutin oleh Tim TKPRD terkait monitoring dan
pengawasan bangunan gedung.

Keluhan terkait pengawasan pelaksanaan sebuah proyek besar wajib
dilaksanakan secara periodik agar tidak terjadi permasalahan yang dapat
merugikan bangunan dan warga sekitar,

Tindak Lanjut :

Tindak lanjut terhadap laporan masyarakat dapat berbentuk :

NOO A BN

Klarifikasi

. Rekomendasi
. Tindak Lanjut

Bukan wewenang
Melengkapi data
Pemberitahuan dan saran
Masih dalam proses

Saran Perbaikan:

Atas pengaduan yang masuk, menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan
pelayanan kepada para pemohon dan mempercepat proses terbitnya SK perizinan
sehingga tidak menimbulkan komplain dari pemohon. Hal tersebut telah dilakukan
dengan

1

Terbitnya Keputusan Walikota Bontang Nomor 188.45/332/DPMPTSP/2019

tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Pemerintah Daerah.

. Perlunya sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait kebijakan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (OSS_Online Single Submission) yang telah bertransformasi
menjadi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA} adalah
perizinan berusaha yang dinilai berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.



3. Peningkatan pelayanan sudah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan beberapa
inovasi yang diterapkan untuk percepatan layanan diantaranya PD (Perizinan
Digital), PTSP Menyapa, Tanya PTSP, dan POLA PTSP.

4. Perlunya buku panduan layanan perizinan yang disediakan bagi pegawai/staf
front office agar dapat memberikan penjelasan singkat terkait permohonan izin
apa yang akan diurus baik terkait nama produk, waktu pelayanan, biaya/tarif dan
persyaratannya.

PENUTUP

Pengelolaan pengaduan masyarakat pada DPMPTSP Kota Bontang merupakan
bagian dari Upaya mewujudkan komitmen peningkatan kualitas penyelenggaraan
pelayanan Publik, sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, mengenai penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pengelolaan
pengaduan masyarakat, ini dapat menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat
dalam membangun kontrol sosial dan memperbaiki citra aparatur pemerintah yang
beretika,Bermoral,professional, transparan dan akuntabel.

Buku laporan Pengaduan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu ini kami buat sebagai sebuah kewajiban dan keharusan bagi Kami
untuk melaporkan apa yang telah kami kerjakan dengan tujuan untuk dijadikan sebagai
informasi terkait monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan Tahun 2021. Terima
kasih yang sebesar-besarnya kami tunjukkan kepada Semua pihak yang telah
membantu dalam penyelesaian buku laporan pengaduan Masyarakat.

Demikian laporan penanganan pengaduan masyarakat DPMPTSP selama
Tahun 2021, kiranya laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan tindak

lanjut perbaikan pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di tahun yang akan datang.

Bontang, 14 Februari 2022
Kepala

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP.19670820 199803 1 008
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Rekap Pengaduan Masyarakat

Tahun 2021
No. ;\((:.::?1 Tgl.Terima | Tgl.Respon Lr::rl:n Jenis 1zin (Saran, ::trill?:l:ﬁa;asukan) Nama/Alamat Tindak Lanjut Ket
1 | 140101 | 14-01-2021 | 21-01-2021 | Perizinan nn dokumen belum kami terfima Kaharuddin [ mohon  menyampaikan Selesai
09:48:40 09:11:14 Digital informasi  yang lebih
fengkap untuk kami tindak
lanjuti terkait pengurusan
jenis izin apa dan tgl
berapa? terima kasih
2 | 110102 { 11-01-2021 | 11-01-2021 Surat NN Pernyataan keluhan warga dari An. Warga Telah ditindaklanjuti ke Selesai
Masuk dampak pembangunan Rumah RT.12 OPD terkait (DINKES)
Sakit Tipe D Kota Bontang Sujangkung | untuk dilakukan
Solikhin pengawasan dan
monitoring lapangan
3 | 150203 | 15-02-2021 | 24-02-2021 | Perizinan Surat | Pengeluaran surat keterangan Claudia terima kasih atas laporan Selesai
07:52:23 10:56:02 Digital Keterang | penelitian cukup membutubkan | Natassya Toar | yang disampaikan,
an waktu yang lama, dikarenakan berdasarkan tracking
Penelitian | penelitian saya akan dimulai perizinan permohonan
tanggal 15 Februari 2021 tetapi surat keterangan
hingga har ini masih dalam penelitian sdh selesai per
proses. tgl.15-2-2021 pk.10:57:46.
adapun waktu layanan
sesuai SOP 5 hari kerja.
4 | 170204 | 17-02-2021 | 25-02-2021 | Perizinan Izin NAMA PERUSAHAAN DIGANTI ida Nuraini telah kami teruskna ke tim Selesai
09:25:38 07:24:15 Digital Praktek | KE PRAKTEK BIDAN MANDIRI teknis dinkes dan telah
Bidan | AN IDA NUR'AINI diselesaikan  perbaikan

administrasi. terima kasih




No.

Kode
Aduan

Tgl.Terima

Tgl.Respon

Media
Laporan

Jenis 1zin

Pengaduan
(Saran, Kritik dan Masukan)

Nama/Alamat

Tindak Lanjut

Ket

030305

03-03-2021
05:00:41

08-03-2021
07:44:18

Perizinan
Digital

Surat 1zin
Penilitian

kira-kira kapan proses surat
perpanjangan penelitian saya
selesai?

Adheka Rizky
Savira

kami sampaikan terima
kasih atas laporan yang
disampaikan.,
berdasarkan tracking
perizinan pemochon,
tertanggal 4 maret 2021
proses ijin telah selesai
dan mohon untuk mengisi
survey kepuasan
masyarakat sbg tahap
akhir sebelum izin dapat
tercetak.

Selesai

260306

26-03-2021

29-03-2021

Tatap
Muka

$zin
Prinsip

Monitoring Bontang City Mall

JI. Awang Long
No. 1 Bontang
Utara

Telah dilakukan
monitoring lapangan pada
tanggal, 29 Maret 2021

Selesai

070407

07-04-2021
12:04:59

14-04-2021
09:02:04

Perizinan
Digital

iMe

Pembayaran sudah dibayar
bank bpd, tapi belum ada
penerbitan IMB atas nama
Nindya Sinta Maharani

Nindya Sinta
Maharani

terima kasih atas
informasi yang
disampaikan, tertanggal
13 april 2021 sudah di ttd
kepala dinas. dan saat ini
dapat dilanjutkan dengan

pengisian kuesioner
Survey Kepuasan
Masyarakat untuk

dilanjutkan dengan cetak
ijin.

Selesai




Kode

Media

Pengaduan

No. Aduan Tgl.Terima | Tgl.Respon Laporan Jenis Izin (Saran, Kritik dan Masukan) Nama/Alamat Tindak Lanjut Ket
8 | 140408 | 14-04-2021 | 26-04-2021 | Perizinan | Sertifikat | Mohon klarifikasinya bagaimana Tri terima kasih atas Selesai
14:16:55 10:40:40 Digital Laik kelanjutannya permohonan | Wigatiningsih | informasi yg disampaikan,
Hygiene | dengan nomor resi 7F9206 dari karena gangguan system,
Sanitasi | tanggal 24 Februari 2021 hingga mochon input ulang
Jasa saat ini tgl 14 April 2021 belum pengajuan izinnya
Boga ada infonya. Terima kasih
9 | 140409 | 14-04-2021 | 26-04-2021 { Perizinan IMB kode resi 57BEB6 berhubung JUDI terima kasih atas Selesai
09:39:04 10:39:35 Digital sudah pembaran di bank bpd, | LIANDOYO |informasi yang telah
sistim saat itu rusak jadi hanya disampaikan, cetak izin
manual mohon konfirmasinya telah diterbitkan er tgl.16
tetang IMB ini april 2021
10 | 140410 | 14-04-2021 | 19-04-2021 Tatap IMB Rumah masyarakat yang rusak | JI. Awang Long | Telah dilakukan Dalam
Muka akibat pembangunan Bontang | No. 1 Bontang | monitoring lapangan | Pengendalian
City Mall Kelurahan bersama dengan Tim
Tanjung Laut | TKPRD dan telah
dilakukan mediasi pada
tanggal 19 April 2021
11 | 220411 | 22-04-2021 | 23-04-2021 Tatap iMB Bangunan Gedung di 3 (tiga) Kelurahan Telah dilakukan Selesai
Muka lokasi Tanjung Laut | monitoring lapangan
12 | 220442 | 22-04-2021 | 23-04-2021 Tatap IMB Bangunan Gedung Kelurahan | Jl Awang Long | Telah dilakukan Selesai
Muka Bontang Baru monitoring lapangan
13 | 220413 | 22-04-2021 | 26-04-2021 Tatap izin Monitoring Evaluasi JI. Urip Telah dilakukan Dalam
Muka Prinsip | Pembangunan Pabrik | Sumoharjo RT. | monitoring lapangan pada | Pengendalian
Pembuatan Beton Ready Mix| 12 Kelurahan | tanggal 26 April 2021
(Batching Plant) Bontang Lestari
14 | 310514 | 31-05-2021 | 02-06-2021 | Monitoring Izin Monitoring Japangan terkait | Jl.Soekamno | Dilakukan monitoring Selesai




No. m:i Tgl.Terima | Tgl.Respon Lr::::n Jenis Izin (Saran, :reiglgil::a:ﬂasukan) Nama/Alamat Tindak Lanjut Ket
Lapangan Prinsip | pembangunan Pertashop Hatta RT.03 |lapangan bersama Tim
Kelurahan TKPRD pada tanggal 02
Bontang Lestari | Juni 2021
15 | 210615 | 21-06-2021 | 01-07-2021 | Perizinan Izin Assalamualaikum, saya ingin| INDAHPUJI |[baik mb indah atas Selesai
Digital Praktek | memperpanjang izin peraktik | ANDRIANA. S | pertanyaan diatas, untuk
Bidan |bidan, apakah memang tidak konsultasi silahkan
ada pilihan upload berkas untuk langsung  menghubungi
perpanjang perizinan? tim teknis kesehatan, Ibu
Saida di
cp.082253431659
16 | 100816 | 10-08-2021 | 08-09-2021 Surat Izin Terkait adanya dugaan | DPK LSM LIRA | Telah ditindaklanjuti oleh Dalam
Masuk Operasio | perbuatan melawan  hukum Kelurahan Tim TKPRD Kota | Pengendalian
nal berupa tidak terpenuhinya ijin | Bontang Lestari | Bontang, kondisi
Perusaha | pembangunan dan operasioanl dilapangan sudah tidak
an perusahaan serta pelanggaran ada aktifitas kegiatan
ketenagakerjaan oleh proyek
PT.MARGA DINAMIK
PERKASA
17 | 150917 | 15-09-2021 | 16-08-2021 | Monitoring Izin Monitoring lapangan Toko Mr. NN Dilakukan monitoring Selesai
Lapangan Usaha |D.LY lapangan bersama Tim
TKPRD pada tanggal 16
September 2021
18 | 170918 | 17-09-2021 | 20-09-202% | Monitoring IMB Adanya akfifitas pembangunan NN Dilakukan monitoring Dalam
Lapangan yang belum memiliki izin lapangan bersama Tim | Pengendalian
TKPRD pada tanggal 20
September 2021
19 | 101119 | 10-11-2021 | 30-11-2021 | Perizinan Izin biasanya seminggu sudah jadi|{ Fera Timsa, | terimakasih atas komplain Selesai




No. :;:l:n Tgl.Terima | Tgl.Respon L:l::::n Jenis Izin (Saran, l'l:reitl:sildafl\';asukan) Nama/Alamat Tindak Lanjut Ket
Digital Praktek | kok ini agak lama ya perizinan S.Kep.Ns yang disampaikan dan
Perawat |saya belum jadi juga mohon prosesperizinan telah
info? selesai per tanggal 29
november 2021 dan kami
memohon maaf atas
keterlambatan dalam
pelayanan kami.
20 | 301120 | 30-11-2021 | 01-12-2021 | Monitoring IMB Adanya akfifitas pembangunan NN Dilakukan monitoring Dalam
Lapangan yang belum memiliki izin lapangan bersama Tim | Pengendalian
TKPRD pada tanggal 01
Desember 2021
21 | 031221 | 03-12-2021 | 06-12-2021 | Perizinan I2in TEMPAT PRAKTEK SALAH | drg. Siti Aisyah | terima kasih atas Selesai
Digital Praktek [ SEHARUSNYA PUSKESMAS konfirmast keselahan
Dokter | BONTANG LESTAR! BUKAN administrasinya dan telah
RS AMALIA DAN NPWP di selesaikan langsung
HARUSNYA 003723673724000 oleh tim teknis Dinkes
22 | 211222 | 21-12-2021 | 24-12-2021 | Monitoring IMB Adanya akfifitas pembangunan NN Dilakukan monitoring Dalam
Lapangan yang belum memiliki izin lapangan bersama Tim | Pengendalian

TKPRD pada tanggal 24
Desember 2021




